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"Selama ini disebut penyakit bansos

satu orangnya fiktif, dua orang miskin

enggak dapat tiga orang kaya malah

dapat, nah itu selalu penyakitnya

DTKS," kata Deputi Bidang Pence-

gahan dan Monitoring KPK Pahala

Nainggolan di Gedung ACLC KPK

Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Menurut Pahala, serangkaian per-

baikan DTKS sudah dilakukan sejak

2020. Awalnya sebanyak 99 juta data

orang miskin dalam DTKS hanya 44

persen yang sinkron dengan data

Nomor Induk Kependudukan. 

"Jadi waktu itu awal pandemi

Covid-19, orang yang diberi (bansos)

kadang sudah meninggal atau tidak

tinggal di situ, itu karena kita tidak

padankan dengan NIK 100 persen,"

ujar Pahala.

Sekarang, ujarnya,  DTKS 98,9

persen padan dengan NIK. Artinya da-

ta DTKS orangnya ada di Indonesia

dan belum meninggal, sehingga penya-

kit nomor satu sudah selesai.

Namun penyakit bansos nomor dua

dan tiga itu penanganannya ada di ta-

ngan aparatur di daerah. Berdasarkan

DTKS terbaru per Juli 2023, ada 65,6

juta data penerima bansos yang diha-

pus karena penerima sudah meninggal

dunia, tidak sinkron dengan data NIK

dan data ganda. 

Secara garis besar Pahala mengata-

kan perbaikan DTKS yang dilakukan

seluruh instansi terkait yakni data 65,6

juta orang yang dihapus atau di-

tidurkan menurut istilah Kemensos,

data perbaikan 40 juta orang, data

orang miskin baru yang diusulkan pe-

merintah daerah (pemda) 13 juta

orang, tidak layak menerima bansos

2,9 juta. Tidak hanya itu, penetapan

atau pembaruan data bansos yang se-

belumnya dilakukan enam bulan sekali

kini menjadi sebulan sekali.

"Masyarakat juga bisa mengusulkan

atau menyanggah penerima bantuan

sosial melalui mekanisme usul sanggah

secara daring di cekbansos.kemsos.-

go.id. Siapa saja mengusulkan boleh,

mengusulkan diri sendiri boleh, tapi

disanggah tetangga juga boleh dan itu

mekanisme usul sanggah," kata

Pahala, seraya menambahkan, seluruh

instansi terkait akan terus melakukan

perbaikan untuk memastikan bantuan

sosial bisa diterima oleh masyarakat

yang memang benar-benar membu-

tuhkan.                                    (Ant/Has)-d

TIGA PENYAKIT BANSOS DIPERBAIKI

Pembaruan Data Dilakukan Tiap Bulan

NANA SUDJANA PIMPIN JATENG

Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur
JAKARTA (KR) - Menteri Dalam

Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

resmi melantik sembilan Penjabat

(Pj) Gubernur untuk mengisi keko-

songan jabatan kepala daerah

provinsi.

Pelantikan ini dikarenakan masa

jabatan para gubernur tersebut ber-

akhir pada Selasa (5/9). Mendagri

Tito secara langsung mengambil

sumpah sembilan Pj Gubernur di

Gedung Sasana Bhakti Praja, Ke-

menterian Dalam Negeri, Jakarta.

Para Pj Gubernur itu akan menja-

bat paling lama setahun dan bisa

diperpanjang hingga terpilih guber-

nur dan wakil gubernur definitif

hasil Pilkada Serentak 2024.

Kesembilan Pj Gubernur itu ter-

diri Bey T Machmuddin sebagai Pj

Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol

(Purn) Nana Sudjana sebagai Pj

Gubernur Jawa Tengah, Mayjen

TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj

Gubernur Sumatera Utara, Irjen Pol

Sang Made Mahendra Jaya sebagai

Pj Gubernur Bali, Ridwan Ruma-

sukun sebagai Pj Gubernur Papua,

Ayodhia Kalake sebagai Pj Guber-

nur Nusa Tenggara Timur, Harrison

Azroi sebagai Pj Gubernur Kaliman-

tan Barat, Andap Budhi Revianto se-

bagai Pj Gubernur Sulawesi Tengga-

ra, dan Bachtiar Baharuddin seba-

gai Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, pada Kamis (31/8),

Presiden Joko Widodo telah menun-

juk 10 Pj Gubernur melalui Sidang

Tim Penilai Akhir (TPA). Seorang Pj

Gubernur Nusa Tenggara Barat

akan dilantik pada Selasa (19/9)

karena masa jabatan Gubernur

NTB Zulkieflimansyah baru habis

pada tanggal tersebut.

"Sebelum Saudara mengucapkan

janji sebagai Pj Gubernur, bersedi-

akah Saudara bersumpah menurut

agama masing-masing?" tanya

Mendagri saat melantik para Pj

Gubernur tersebut. Para penjabat

itu pun bersama-sama menjawab

bersedia. "Bersedia!"

Tito lalu meminta mereka meng-

ikuti kata-kata sumpah kepala da-

erah seperti yang diucapkannya.

"Saya minta Saudara-Saudara

mengikuti kata-kata saya. Bagi

yang beragama Islam, demi Allah

saya bersumpah. Bagi yang beraga-

ma Hindu, Om Atah Paramawisesa,

akan memenuhi kewajiban saya se-

bagai Penjabat Gubernur dengan se-

baik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh UUD 1945 dan

menjalankan segala Undang

Undang dan peraturannya dengan

setulus-tulusnya, serta berbakti

kepada masyarakat, negara, dan

bangsa," kata Tito.                    (Ati)-d
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Haedar Nashir menyerahkan cenderamata kepada Anwar Ibrahim.

SETELAH MEMILIKI UNIVERSITAS 

Muhammadiyah Dirikan Sekolah di Malaysia
JAKARTA (KR) - Setelah memiliki TK

dan Universitas Muhammadiyah

Malaysia (UMAM), Muhammadiyah me-

minta izin PM Malaysia untuk mendirikan

sekolah di Malaysia. Di samping mempu-

nyai Muhammadiyah Australia Collage,

Persyarikatan ingin membangun sekolah

Muhammadiyah di Malaysia. 

Setelah pertemuan dengan PM

Malaysia di Jakarta, pihaknya akan

menindaklanjuti  dengan pertemuan di

Kualalumpur, untuk membahas kolabo-

rasi, kerja sama dan komunikasi antara

Muhammadiyah dengan Malaysia.

Hal tersebut dikemukakan Keta

Umum PP Muhammadiyah Haedar

Nashir usai bertemu PM Malaysia Dato

Anwar Ibrahim di Kantor Menteng

Jakarta, Senin (4/9) malam. Haedar di-

dampingi pengurus PP Muhammadiyah

di antaranya Sekretaris Umum PPAbdul

Mu'ti dan salah seorang pengurus PP

Anwar Abbas. Dalam kesempatan itu

Haedar menyampaikan tahniah Hari

Kemerdekaan Malaysia 30 Agustus lalu. 

Haedar juga berterima kasih karena

sudah diberikan izin mendirikan pergu-

ruan tinggi di Malaysia. Diakuinya,

Muhammadiyah tidak memungkiri per-

an Sri Anwar Ibrahim atas terbitnya izin

pendirian UMAM di Malaysia. Bahkan

peran Anwar Ibrahim atas UMAM sejak

sebelum menjadi Perdana Menteri

Malaysia.

Muhammadiyah ungkap Haedar, di-

harapkan Yang Mulia Dato Anwar Ibra-

him, menjadi katalisator dan mengambil

prakarsa, menyatukan membangun ko-

laborasi kaum muda Indonesia dan

Malaysia. Untuk peran dunia Islam, se-

but Haedar,  memerlukan kebersamaan

dengan negara-negara muslim dan

Malaysia secara bertahap. 

Ikatan baik yang terbangun antara

Muhammadiyah dengan Dato Sri Anwar

Ibrahim, kata Haedar, sudah sejak lama.

Sebelum menjadi PM Malaysia, Anwar

Ibrahim merupakan aktivis pergerakan

Islam yang akrab dengan Muhamma-

diyah dan tokoh-tokohnya. 

Berangkat dari kedekatan sejarah dan

pemikiran, Haedar berharap ke depan

antara Pemerintah Indonesia dengan

Malaysia bisa saling mendukung untuk

back-up peran dan movement dari kaum

muslim Indonesia-Malaysia agar tum-

buh jadi kekuatan elaboratif, kolaboratif

dan kohesif.                                       (Fsy)-d

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait
telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai
acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun,
serangkaian perbaikan tersebut juga belum menciptakan sistem
yang sempurna.


